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ABSTRAK

SYAIFUR ROHMAN AL 'UBADI, NIM : 97362878, ALASAN PENGHAPUS
HUKUMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM, FAK. SYARIAH UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh
mukallaf , maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun tidaklah
semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dapat
dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman. Adapun pertanggungjawaban
pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang berkaitan dengan
perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan
keadaan pembuat delik.

Penelitian ini melakukan pembahasan dengan membandingkan antara kedua
hukum pidana yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Bagaimana
alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hokum pidana (KUHP)
dan hukum pidana Islam? Dan di mana letak persamaan dan perbedaan alasan
penghapus hukuman dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum
pidana Islam?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research)
yaitu penelitian yang aktifitasnya tertwnpu pada kajian atas bahan-bahan pustaka.
Adapun teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan metode literature yaitu
mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait.

Kesimpulan penelitian ini adalah Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan
sebagai alasan penghapus hukuman baik dalam hukum pidana positif maupun dalam
hukum pidana Islam adalah apabila ada suatu keadaan yang khusus yang terdapat
pada perbuatan itu dan juga karena adanya keadaan yang khusus yang terdapat pada
diri si pelaku tindak pidana. Alasan penghapus hukuman dalam hukum positif dibagi
menjadi tiga yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan,
tetapi dalam hukum Islam, alasan pengapus hukuman dibagi menjadi dua bagian
yaitu hapusnya pertanggungan jawab pidana dan hapusnya hukuman Adapun
persamaan alasan penghapus hukuman antara kedua hukum tersebut adalah :
Pembelaan diri, Daya paksa, Menjalankan perintahjabatan/ menjalankan tugas,
Tidak mampu bertanggung jawab/ gila. Sedangkan perbedaannya adalah Pembelaan
terpaksa yang melampaui batas, Menjalankan ketentuan Undang-undang, Belum
dewasa, Pengobatan, Olah raga, Mabuk, Asas Ne Bis In Idem, Kematian terdakwa,
dan . Lampau waktu (verjaring).

Kata kunci : Penghapusan hukuman , hukum pidana, hukum pidana Islam
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Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha
melihat.” (QS. An-Nisa: 58) "

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur an dan Terjemahnya. (Semarang, CV.
Toha Putra, 1989) him. 128
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan ini, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup
terpisah dari manusia lainnya. Secara sadar atau tidak manusia selalu dipengaruhi
oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsunya.
Peraturan-peraturan tersebut memberi patokan yang jelas mengenai perbuatan-
perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang harus dihindari

agar tercapai keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat akan terwujud dan
terpelihara apabila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan
yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan itu dinamakan kaidah hukum yang di
keluarkan oleh badan pembuat hukum yang berkuasa dalam masyarakat yaitu

Pemerintah.

Segala peraturan tentang kejahatan dan pelanggaran di Indonesia diatur
oleh hukum pidana dan dimuat di dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Sementara dalam hukum Islam masalah kejahatan dan

pelanggaran diatur di dalam figh jinayah.
Hukum pidana Islam adalah bagian dari ilmu figh dan dalam buku-buku

ilmu figh persoalan pidana dibahas dalam bagian jinayat. Kata jinayat ("—‘L’,L:‘.A)



merupakan jama‘ dari kata jinayah ( a—‘,‘-\é ) dan kata ini adalah masdar dari kata

Jana ( g;’; ) yang berarti perbuatan dosa atau kejahatan.”

Abdul Qadir Audah memberi pengertian secara istilah tentang jinayah

(:\g.l_'\_;) sebagai berikut :

Z)tﬂl.J).g.é}idLA}ium‘;‘DM\ ij&‘jul-c‘)-al P-ALLJ
& ¢

Sebagian fuqaha’ menggunakan istilah jindyar berkenaan dengan
perbuatan yang dilarang oleh syara‘ mengenai jiwa seperti pembunuhan atau
mengenai jasmani misalnya penganiayaan, pemukulan dan pelukaan. Sebagian
fuqaha’ lain mengatakan bahwa jindyat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara*
mengenai jarimah hudid dan gisas diyat.”

Hukum pidana menurut Syari‘at Islam yang dikemukakan oleh Haliman
adalah ketentuan-ketentuan syari‘at Islam yang melarang orang untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut
dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda atas
pelanggaran.™
Sedangkan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

" Fuad Ufram al-Bustami, Munjid ar-Tulab, cet. 2 (Beirut : Dar al- Masyri, 1971), him. 96
2 Abdul Qadir Audah, ar-Tasyri* al~Jind T al-Islami (Beirut: Dar al-Kutub,1963), 1 : 67
D Ibid.

) Haliman, Hukum Pidana Syari‘ar Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, Cet.1 (Jakarta :
Bulan Bintang,1971), him. 63



1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Hukum pidana dalam arti obyektif (ius poenale) secara singkat dapat
dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan
perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
(sanksi pidana) bagi mereka yang mewujudkannya.®

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum atau perbuatan yang
merugikan masyarakat. Untuk dapat menjadi perbuatan pidana maka perbuatan itu
harus diatur lebih dahulu dalam Undang-undang. Inilah yang disebut dengan asas
legalitas. ”

Selain asas legalitas, dalam hukum pidana terdapat juga asas “tiada pidana
tanpa kesalahan™ (gen straf zonder schuld) yang maksudnya hanya orang yang
bersalah yang dapat dikenai hukuman (pidana), supaya orang dapat dikenai
hukuman menurut asas ini harus mempunyai unsur-unsur kesalahan sebagai

berikut ;

1. Sifat melawan hukum (un/awfulness)

5 Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), hlm.1
9 A. Zainal A F., Hukum Pidana 1, cet 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 1
7 Tentang asas legalitas atau biasa disebut “nullum delictum sine praevia lege poenali”

sesuai dengan bunyi pasal I ayat (1) KUHP : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan
atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.



2. Kelalaian (negligence)
3. Sifat tercela (blameworthness) ¥

Dari unsur-unsur yang tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pembuat
berbuat lain dari pada seharusnya dia berbuat menurut hukum tertulis dan tidak
tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum, karena dia berbuat sembrono, lalai,
kurang berpikir, dan lengah dan akhirnya pelaku dapat dipertanggung akibatkan
atas perbuatannya yang sembrono, lalai, kurang berpikir dan lengah.g)

Akan tetapi tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat
dipersalahkan atas perbuatannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya
karena adanya alasan penghapus hukuman yang menjadi sebab pelaku tindak
pidana, tidak dipidana.

Alasan penghapus hukuman (strafuits/utingsgronden) adalah alasan yang
menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan atau kesalahan pembuat tindak
pidana, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan
perbuatan atau memaafkan pembuat,'” serta menghapuskan penuntutan bagi
pembuat pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang
menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :

a. Alasan pembenar (rechtvaardingingsgronden) yaitu alasan  yang

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang

9 D. Schaffmeister,dkk., Hukum Pidana, cet.1 (Yogyakarta : Liberty, 1995), him. 112
? Ibid.

9 A Zainal A F., Hukum Pidana I, hlm. 189



dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi patut dan benar.'” Contoh : pasal 48, 49
ayat (1), 50, 51 ayat (1) KUHP.

b. Alasan pemaaf (schulduitslutingsgronden) yaitu alasan yang menghapuskan
kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat
melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak
dipidana, karena tidak ada kesalahan.'” Contoh : pasal 44, 48, 49 ayat (2)
KUHP.

c. Alasan penghapus penuntutan (onvervolgbaarheid) yaitu pernyataan tidak
menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang
disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya
untuk tidak menuntut."” Contoh pasal 76, 77,78 KUHP.

Dengan demikian yang dipandang sebagai alasan penghapus hukuman
yang diatur dalam KUHP yaitu :

1. Tidak mampu bertanggung jawab.

Yang tertulis di dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbuny: :

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan

kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak

boleh dihukum”.

Y Moeljatno, Asas-asas..., him.93
2 Ibid.

B Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarata : Ghalia Indonesia, 1981),
him. 52



2. Tentang daya paksa (overmacht) .

Hal ini tertulis di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi : “ Barangsiapa
melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat
dihindarkan, tidak boleh dihukum™
3. a. Pembelaan terpaksa (noodweer).

Tertulis dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa
melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk memepertahankan
dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda
sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan
mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer-exces).

Hal ini tertulis di dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi
“Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan
sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada
saat 1tu juga, tidak boleh dihukum”.

4. Menjalankan ketentuan undang-undang,

Hal ini tertulis pada pasal 50 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa
melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh
dihukum”,

S. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan

untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak

akan itu, tidak boleh dihukum”.



6. Asas Ne Bis In Idem

Hal imi tertulis dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :
(1) Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak
boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh
hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang
dimaksudkan di sini dengan hakim Negara Indonesia, ialah juga hakim dalam
negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri,
demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai
ketentuan pidana sendiri
(2) Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh
dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :
le. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.
2e. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat
ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat
waktunya)
7. Meninggalnya terdakwa

Tertulis dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi : “Hak menuntut hukuman
gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia.”
8. Lampau waktu (verjaring)

Hal ini tertulis dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :
“Hak menuntut hukuman (tidak boleh dijalankan) karena lewat waktunya :
le. sesudah lewat waktu satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan

yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;



2e. sesudah lewat enam tahun bagi kejahatan,yang terancam hukuman denda,
kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;

3e¢. sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman
penjara sementara yang lebih dari tiga tahun ;

4e. sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam
hukuman mati atau penjara seumur hidup.

(2) Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umumya belum cukup
delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi
sehingga jadi sepertiganya.

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh
mukallaf , maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun
tidaklah semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana
dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dikenakan  hukuman.  Adapun
pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang
berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang
berkaitan dengan keadaan pembuat delik.

Mengenai terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena adanya sifat
tertentu pada suatu perbuatan, yaitu :

1. Pembelaan khusus (pembelaan diri)
2. Pengobatan
3. Olah raga

4. Eksekutor (menjalankan tugas).M)

) Abd. Salam Arief, Dikfat Kuliah Figh Jinayah (Yogyakarta : Ideal, 1987), him. 49-51




Adapun mengenai terhapusnya hukuman yang disebabkan suatu kondisi
khusus yang berkaitan dengan si pelaku jarimah adalah ;

1. Karena paksaan
2. Karena gila

3. Karena mabuk
4. Karena belum dewasa."”

Dari paparan di atas, walaupun terdapat beberapa persamaan, namun
tampak jelas perbedaan antara kedua hukum tersebut, terutama dari segi
pembagian dan segi macam-macamnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan hapusnya hukuman karena perbuatan itu
sendiri dan karena keadaan si pelaku jarimah dalam hukum pidana Islam dikenal
dengan istilah hapusnya pertanggungan jawab pidana. Sedangkan dalam hukum
pidana positif menggunakan istilah alasan penghapus hukuman. Dua istilah di
atas memang berbeda namun menunjuk kepada maksud yang sama. Oleh karena
itu agar tidak salah pengertian maka dalam bab-bab selanjutnya menggunakan
satu istilah yaitu alasan penghapus hukuman.

Dari fenomena-fenomena di atas yang berkaitan dengan alasan penghapus
hukuman, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dengan
membandingkan antara kedua hukum pidana di atas yaitu hukum pidana positif
dan hukum pidana Islam, dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi
dengan judul “ Alasan Penghapus Hukuman menurut Hukum Pidana Positif dan

Hukum Pidana Islam “.

Y 1bid., hlm. 61-66
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B. Pokok Masalah,

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang
memerlukan jawaban atau kejelasan melalui tulisan dalam skripsi ini adalah :
1. Bagaimana alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hukum
pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam?
2. D1 mana letak persamaan dan perbedaan alasan penghapus hukuman dalam

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan darn penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang alasan penghapus hukuman
menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

2. untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan alasan penghapus hukuman
menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya
yaitu masalah pidana baik itu hukum positif maupun hukum pidana Islam, dan
juga dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan

kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah kepidanaan.

D. Telaah Pustaka
Pembahasan tentang alasan penghapus hukuman sudah banyak dilakukan
baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam namun

belum ada yang membandingkan antara keduanya. Hal in1 mendorong penyusun
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untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi. Pembahasan
tersebut sangatlah penting karena pembai;asan itu tidak hanya sekedar bertujuan
untuk memenuhi syarat akademik saja, namun lebih dan itu adalah bertujuan
untuk mencari kejelasan dan kebenaran secara ilmiah tentang persoalan-persoalan
yang berkaitan dengan alasan penghapus hukuman baik dalam hukum pidana
positif maupun dalam hukum pidana Islam sehingga setelah penyusun melakukan
pembahasan tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana positif
maupun dalam hukum pidana Islam dapatlah diperoleh suatu pemahaman yang
mendalam tentang masalah ini dari kedua sudut pandang hukum yaitu hukum
pidana posttif dan hukum pidana Islam,

Sementara itu diskursus tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum
pidana positif sudah banyak dilakukan pembahasan oleh pakar hukum pidana.
Demikian juga dalam hukum pidana Islam diskursus tentang alasan penghapus
hukuman sudah banyak dilakukan oleh para ulama sebagaimana kita temui dalam
fiqih-figih konvensional yang ada sekarang ini.

Moeljatno dalam karyanya Asas-asas Hukum Pidana mendiskripsikan
tentang alasan penghapus hukuman dan dasar hukumnya walaupun pembahasan
itu tidak dijabarkan secara panjang lebar, namun hal ini sudah dapat membantu
kita dalam memahami tentang alasan penghapus hukuman.. Namun apabila kita
membaca buku karya Wiryono Prodjodikoro tentang Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia kita akan menemukan gambaran yang sangat komprehensip tentang
alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana positif bila dibandingkan dengan

asas-asas hukum pidananya Moeljatno. Wiryono dalam buku in1 melakukan
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pembahasan tentang alasan penghapus hukuman itu sampai pada akar
permasalahan dan contoh-contohnya serta agar pembahasan lebih terkesan hidup
beliau mengkaitkan dengan kasus-kasus hukum, sehingga mudah diterima dan
dipahami.

Schaffmeister dkk. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dan juga
A. Zainal A F. dalam bukunya Hukum Pidana I menjelaskan secara panjang lebar
tentang alasan penghapus hukuman, namun dengan istilah lain yaitu dasar
peniadaan pidana, yang disertai dengan contoh-contoh sehingga mudah bagi kita
untuk memahaminya.

Sementara itu skripsi karya Elly Widiawati membahas tentang Alasan
Pembenar dalam Perbuatan Pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum
pidana positif'®. Yang mana alasan pembenar adalah bagian dari alasan
penghapus hukuman.

Sementara itu diskursus tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum
pidana Islam juga sudah dilakukan. Hal ini diketahui dalam fiqih-figih
konvensional yang ada walaupun dengan istilah yang berbeda namun
mengandung maksud yang sama.

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya at-Tasyri‘ al-Jina’1 al-Islami,
memberikan keterangan yang jelas mengenai alasan penghapus hukuman , yaitu
pada bab Asbabu al-Ibahah dan Asbabu Rof‘i al-‘Ugibah, yang berarti sebab-

sebab diperbolehkannya perbuatan dan sebab-sebab terhapusnya hukuman, yang

19 Elly Widiawati,”Alasan Pembenar dalam Perbuatan Pidana Menurut Hukum Pidana
Islam dan Hukum Pidana Positif”, Skripsi Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.
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menurutnya alasan penghapus hukuman itu muncul berkaitan dengan perbuatan
itu sendiri dan muncul berkaitan dengan keadaan diri si pelaku tindak pidana.

Haliman dalam bukunya Hukum Pidana Syari‘at Islam menurut Ajaran
Ahlus Sunnah juga membahas tentang alasan penghapus hukuman. Dia menyusun
buku ini merupakan hasil dari kafya disertasinya dalam rangka mempersiapkan
ujian doktornya, meskipun karya beliau merupakan suatu bentuk dari pemindahan
kitab-kitab yang ada, namun dapat mempermudah bagi mahasiswa yang kesulitan
bahasa Arab. Dalam bukunya beliau menyinggung tentang alasan penghapus
hukuman yang dibahasnya secara mendetail satu persatu.

A. Hanafi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam, menggunakan
istilah hapusnya pertanggungan jawab pidana, namun demikian istilah tersebut
sama dengan alasan penghapus pidana dalam hukum positif. Dalam bukunya,
beliau juga membagi hapusnya pertanggungan jawab pidana menjadi dua yaitu
yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri dan yang menyangkut keadaan diri si
pelaku tindak pidana.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menjabarkan secara mendetail
tentang alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana
(KUHP) dan hukum pidana Islam dari berbagai sumber yang ada sechingga

diharapkan akan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

E. Kerangka Teoretik
Dalam kerangka teoretik ini, penyusun akan mendiskrisikan teori-teori
yang ada keterkaitannya dengan obyek pembahasan. Dalam referensi pemikiran

hukum positif secara konvensional bahwa sesungguhnya untuk menentukan suatu
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perbuatan dapat dikenakan sangsi pidana atau tidak, lepas dari aturan dasar yang
ditentukan di dalamnya. Telah dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dikenal
sebagai asas legalitas. Asas ini yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam
perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Pada prinsipnya asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan perbuatan pidana kalau
hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.'”

Dari asas legalitas di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa pada
intinya suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan itu bersifat melawan dan
bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Namun tidaklah demikian halnya bahwa semua perbuatan pidana dapat
dikenakan sangsi pidana. Dalam KUHP terdapat suatu aturan yang menghapuskan
hukuman bagi terdakwa. Alasan yang menghapuskan hukuman bagi terdakwa
dibagi menjadi tiga, yaitu alasan pembenar ; alasan yang muncul karena hapusnya
sifat melawan hukumnya perbuatan, alasan pemaaf ; alasan yang menghapuskan
kesalahan terdakwa dan alasan penghapus penuntutan ; pernyataan tidak menuntut
karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik

kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut.

7 Moeljatno, Asas-asas..., hlm. 25
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Adapun yang merupakan alasan pembenar yang diatur oleh KUHP adalah :

1. Daya paksa (pasal 48 KUHP)

2. Pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP)

3. Menjalankan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP)

4. Menjalankan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1) KUHP)

Sedangkan yang merupakan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP
adalah :

1. Tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP)
2. Daya paksa (pasal 48 KUHP)
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP)

Dan yang merupakan alasan penghapus penuntutan yang diatur dalam
KUHP adalah :

1. Asas Ne Bis In Idem (pasal 76 KUHP)
2. Kematian terdakwa (pasal 77 KUHP)
3. Lampau waktu (verjaring) (pasal 78 ayat (1) dan (2) KUHP)

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan atau sikap untuk tidak berbuat
tidak boleh dipandang sebagai jarimah kecuali sesudah adanya nas (ketentuan)
yang jelas dan yang melarang perbuatan-perbuatan dan sikap tidak berbuat.
Apabila tidak ada nas yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan hukuman
atas pelakunya.'?

Hal ini sesuai denganvaturan dasar asas legalitas dalam hukum Islam yang

berbunyi :

'™ A Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), him. 5
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19 yaill 35 5y Jib o Niall Jladl HSaY
Dalam kaitan ini terdapat kaidah lain yang berbunyi
20 daly) Jea¥l g s Lyl 3 Jual!
Dari dua kaidah di atas, Abdul Qadir Audah menyimpulkan sebagai
berikut :
el V) 4y e Vg day Y

Selanjutnya Abdul Qadir Audah mengemukakan pula pendapatnya yang

berbunyi :

a4 S L Sl calkall Jid agd e 150 S el el Sy
aleny Lale 4l o glan OISl g (San Jady Wlle 5 IS
22)&&3‘\6_\9

Dari fa‘rif di atas dapatlah dipahami bahwa seorang mukallaf haruslah
memenuhi dua syarat yaitu sanggup memahami nas syara® yang berisi hukum
taklifi dan pantas dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang

dilakukannya.23)

9 Abdul Qadir Audah, ar-Tasyri*... 1: 115
2 1bid.

" Ibid., him.116

2 Ibid.

2 A. Hanafi, 4sas-asas..., him. 58
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Pertanggungjawaban pidana dalam syari‘at Islam adalah pembebanan
seseorang dengan hasil (akibat) dari perbuatan atau sikap tidak berbuat yang
dilakukan dengan kemauan sendiri serta mengetahui maksud-maksud dan akibat
dari perbuatan tadi. Perbuatan pidana harus mempunyai tiga unsur yaitu : adanya
nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, adanya
tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap
tidak berbuat dan pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas jarimah yang diperbuatnya.””

Dalam hukum pidana Islam, terdapat dua macam alasan penghapus
hukuman, yaitu hapusnya pertanggungjawaban pidana dan hapusnya hukuman.
Pada hapusnya pertanggungjawaban pidana, sesuatu perbuatan akibatnya tidak
diminta pertanggungjawaban karena adanya sifat-sifat tertentu dan keadaan
tertentu yang terdapat pada perbuatan tersebut. Sedangkan dalam hapusnya
hukuman pelaku sesuatu perbuatan jarimah itu lepas (terhapus) dari hukuman
karena adanya hal-hal yang terdapat pada din si pelaku.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana yang disebabkan oleh adanya sifat
suatu perbuatan itu sendiri, yaitu sebagai berikut ;

1. Pembelaan khusus (pembelaan diri)
2. Pengobatan
3. Permainan olah raga

4. Eksekutcr (menjalankan tugas)

9 Ibid., him.6
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Sedangkan hapusnya hukuman yang dikarenakan adanya sebab yang
berkaitan dengan keadaan diri pembuat adalah :
1. Terpaksa
2. Mabuk
3. Gila

4. Belum dewasa.”

Adanya syarat-syarat yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana
tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani
pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal, dewasa vdan

berkemauan sendiri hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi
plisng i uall e g By s Ul e ;A (e Bl 0
iy A O giaall G
Dalam hadis lain juga disebutkan

Mégle | ga Siulla s Glewill g (sl gLJ U =y Al

) Ibid., him. 210

) Abi Dawud, Sunan AbT Dawud, “Kitab al-Hudud”,”Bab Fi Al-Majniin Yasriqu au
Yusibu Haddan”, edisi Shidqi Muh. Jamil (Beirut : Dar al-Fikr,1994/1414) IV: 131. Hadis nomor

4403. Hadrts riwayat Misa bin Ismail dari Wuhaib dari Khalid dari Ab@ Duha dari AIT dari Nabi
SAW.

?) Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, *10 Kitab at-Talaq”, “16 Bab Talaq al-Mukrih wa an-
nasiy”, edisi M. F. Abdul Baqt (Mesir : Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, t.t) 1 : 649. Hadis
nomor 2045. Hadis dari Muhammad bin al-Musafla al-Himsiy dari al-Walid bin Muslim dari al-
Auza‘T dari Atd" dari [bnu ‘Abbas dari Nabi SAW.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (/ibrary research) yaitu
penelitian yang aktifitasnya tertumpu pada kajian atas bahan-bahan pustaka.
2. Tipe Penelitian
Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu
menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data
yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.*®
Sehingga dalam skripsi ini, penyusun akan menjelaskan tentang alasan
penghapus hukuman dalam KUHP, dan dalam hukum pidana Islam yang
didasarkan pada nas al-Qur’an dan al-Hadis. Kemudian dianalisis untuk
mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.
3. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini  adalah
pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-
norma hukum yang berlaku.
4. a. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan metode literatur

yaitu mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait.

* Winamo Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung : Tarsito,1989), him.139
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b. Analisis Data
Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu
dengan membandingkan alasan penghapus hukuman dari dua sudut hukum
yaitu hukum positif dan hukum Islam untuk mengetahui persamaan dan
perbedaannya untuk mengambil kesimpulan dari segi pengertian alasan

penghapus hukuman dan dasar hukumnya serta macam-macamnya.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab dan
tiap bab dibagi lagi kepada sub-bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan ; di dalam bab ini memuat latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian dan sistemnatika pembahasan.

Bab kedua adalah alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-
undang hukum pidana (KUHP). Pada bab ini berisi tentang pengertian, tujuan dan
macam-macam hukuman, alasan penghapus hukuman dan dasar hukumnya dan
macarn-macam alasan penghapus hukuman dalam KUHP.

Bab ketiga adalah alasan penghapus hukuman menurut hukum pidana
[slam. Pada bab ini berisi tentang pengertian, tujuan, dan macam-macam
hukuman, alasan penghapus hukuman dan dasar hukumnya dan macam-macam
alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana Islam.

Bab keempat adalah analisis perbandingan tentang alasan penghapus
hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum

pidana Islam. Pada bab ini memuat tentang analisis perbandingan alasan
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penghapus hukuman dar segi filosofis, persamaan alasan penghapus hukuman
dalam KUHP dan hukum pidana Islam dan perbedaan alasan penghapus hukuman
datam KUHP dan hukum pidana [slam.

Bab kelima adalah penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, tentang alasan penghapus hukuman dalam KUHP dan

hukum pidana Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

l. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai alasan penghapus hukuman
baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam adalah
apabila ada suatu keadaan yang khusus yang terdapat pada perbuatan itu dan
Juga karena adanya keadaan yang khusus yang terdapat pada diri si pelaku
tindak pidana.

Alasan penghapus hukuman dalam hukum positif dibagi menjadi tiga yaitu
alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan, tetapi
dalam hukum Islam, alasan pengapus hukuman dibagi menjadi dua bagian
yaitu hapusnya pertanggungan jawab pidana dan hapusnya hukuman.

2. Adapun persamaan alasan penghapus hukuman antara kedua hukum tersebut
adalah
a. Pembelaan diri
b. Daya paksa
¢. Menjalankan perintah jabatan/ menjalankan tugas
d. - Tidak mampu bertanggung jawab/ gila
Sedangkan perbedaannya adalah

a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

112
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b. Menjalankan ketentuan Undang-undang
¢. Belum dewasa

d. Pengobatan

e. Olahraga

f. Mabuk

g. Asas Ne Bis In Idem

h. Kematian terdakwa

i. Lampau waktu (verjaring)

B. Saran-saran
Di dalam skripsi ini, penyusun ingin memberikan saran-saran sebagai
berikut :

|. Bagi masyarakat, hendaklah mengetahui dan memahami, serta
melaksanakan aturan perundang-undangan baik yang tertulis di dalam
KUHP ataupun yang tidak tertulis.

2. Bagi pelaku tindak pidana, hendaklah memikirkan akibat dari perbuatan
pidana yang akan dilakukannya, sehingga ia tidak akan berbuat pidana dan
jika telah berbuat maka tidak akan mengulangi dan melakukan perbuatan
pidana lagi.

3. Bagi penegak hukum, hendaklah memperhatikan ketelitian, kesabaran dan
kejujuran dalam menangani suatu kasus pidana.

4. Bagi praktisi hukum, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana

Islam, hendaknya berhati-hati dalam hal memutuskan perkara yang tidak
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hanya melihat aspek tehnik yuridis, namun juga melihat aspek moral

kemanusiaan yang menyebabkan seseorang terlepas dari sangsi pidana

karena unsur pengecualian dalam hal perbuatan pidana.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN
Bahasa Asing

[ Him | FN
Z 2
16 19
16 |20
16 |21
16 |22
18 26
18 |27
59 12
62 7
64 12
64 13
69 |18

-1

Bpul

| Pena itu diangkat ~~< +i~~ hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak

Perbuatan yang dilarang oleh syara” baik mengenai jiwa, harta benda
atau lainnya.

Perbuatan seorang yang berakal tidak ada hukumnya sebelum ada nas
yang menentukan

Aturan pokok segala sesuatu dan semua pekerjaan itu diperbolehkan

Tiada suatu delik dan tiada suwatu hukuman, kecuali yang telah
ditentukan dalam nas

Menurut syara’ orang yang diberi pembebanan (taklif) hanya orang
yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil-dalil
pembebanan dan mengerjakannya, dan menurut syara’ pula bahwa
pekerjaan yang dibebankannya adalah pekerjaan yang mungkin
dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula oleh mukallaf
sehingga bisa mendorong dirinya untuk memperbuatnya

Pena itu diangkat (amal seseorang tidak ditulis) dalam tiga hal: orang
tidur sehingga ia bangun, anak kecil sampat ia bermimpi (dewasa),
dan orang gila sehingga ia sadar

Sesungguhnya Allah telah menggugurkan dari umatku -dosa-, karena
keliru, karena lupa dan karena terpaksa

L BAB III

Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang
ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat

Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya
dia akan melihat (balasannya), dan barangsiapa yang mengerjakan

kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya)

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa
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73
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73
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22
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25
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28

29

30

31
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kecil sehingga 1a dewasa, dan orang gila se_hmgg_a 1a berakal atau |
sadar kembali.

Oleh karena itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia
seimbang dengan serangannya terhadapmu

Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya,
tidak ada dosapun atas mereka

Barangsiapa mati karena membela hartanya maka 1a syahid,
barangsiapa mati karena membela agamanya maka ia syahid,
barangsiapa mati karena membela darahnya maka ia syahid dan
barangsiapa mati karena membela keluarganya maka ia syahid.

Orang badui berkata : “Wahai  Rasulullah, apakah kita perlu
berobat?”” Beliau bersabda : “Ya, hai hamba-hamba Allah, berobatlah
karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan
menciptakan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka berkata :
Wahai Rasulullah apa itu ? Beliau bersabda: “tua bangka.”

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang
kamu sanggupi

Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, hendaknya ia memberi
nama yang baik dan mendidiknya dengan baik, dan hendaknya
mengajarkannya menulis, berenang dan memanah dan hendaknya
tidak memberikan nafkah kecuali rezeki yang halal dan hendaknya
menikahkannya apabila usia telah cukup

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu

Mendengar dan ta’at itu wajib bagi seorang muslim dalm apa yang
yang ia suka atau benci selama ia tidak diperintah berbuat maksiat,
maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak
wajib taat

Sesungguhnya Allah telah menggugurkan-dosa- dari umatku, karena
keliru, karena lupa dan karena terpaksa

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedang kamu
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
katakan

Pena itu diangkat atas tiga hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak
kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia berakal atau
sador emhali

1I




/4 |33 |Uleh karena itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia
seimbang dengan serangannya terhadapmu

74 | 34 | Barangsiapa yang dirampas hartanya tanpa hak, kemudian melawan
dan terbunuh maka ia mati syahid.

79 | 49 | Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena
orang lain, yang menghilangkan kerelaannya atau tidak sempurna lagi
pilihannya.

80 50 | Paksaan merupakan ancaman kepada seseorang untuk mengerjakan
sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki, sehingga hilang kerelaannya.

80 | 51 | Paksaan ialah apa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang
membahayakan atau menyakitinya.

82 |59 | Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu’min dan mu’minat
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah
memikul kebohongan dan dosa yang nyata

83 160 | Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)yang benar

83 | 63 | Mabuk ialah hilangnya akal fikiran akibat minum minuman khamr atau
sejenis khamr

84 | 64 | Orang mabuk ialah orang yang mengigau dalam percakapannya

84 | 65 | Hai orang-orang yang beriman janganiah kamu shalat, sedang kamu
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengert: apa yang kamu katakan

85 | 67 | Pena itu diangkat atas tiga hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak

kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia berakal atau sadar
kembali

85 | 68 | Gila ialah terganggunya fikiran dimana perbuatan dan perkataan itu
tidak berjalan menurut landasan fikiran yang logis

85 | 69 | Gilaialah hilangnya akal, rusak atau lemah akalnya

1




LAMPIRAN II

1.

BIOGRAFI ULAMA

Abii Dawud

Beliau lahir di Sijistan yaitu perbatasan Iran dan Afganistan pada 202
H /817 M dan meninggal di Basra, pada 15 Syawal 275 H / 888 M. Beliau
adalah seorang ulama, hafiz (penghafal al-Qur’an), ahli dalam berbagai
bidang ilmu pengetahuan keislaman, terutama di bidang hadis dan figih.
Nama lengkapnya Abii Dawud Sulaiman bin Asy’as bin Ishaq bin Basyir
bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani.
Karya beliau di antaranya adalah :
As ‘ilah Ahmad bin Hanbal
Fadail al-Ansar
An-Nasikh wa al-Mansukh
Sunan Abi Dawud
Al-Marasil
Risalah fi wasf Kitab as-Sunan

Al-Bukhirt

Beliau terlahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H / 21 Juli 810 M dan
meninggal di Khartanak, 30 Romadan 256 H / 31 Agustus 870 M. Beliau
dikenal sebagai seorang ulama dan perowi hadis terkenal di Bukhara,
Uzbekistan, Asia Tengah.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullih Muhammad bin Ismail bin
Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, yang dibangsakan pada
tempat kelahirannya.

Karya-karyanya ialah :

Qadaya as-Sahabah wa at-Tabi’in
Qira’ah al-Khalf al-Imam
Al-Musnad al-Kabir

Al-Jami‘ al-Kabir

Sahth al-Bukhari, dan lain-lain

An-Nasa’t

Beliau lahir di Nasa’, Khurasan, Iran 215 H/ 830 M, dan meninggal di
Damaskus, Suriah 303 H/ 915 M.

Beliau adalah seorang ahli hadis dan ahli fikih Mazhab Syafi‘i.
Penyusun kitab kumpulan hadis Sunan an-Nasa’1 (as-Sunan as-Sugra yang
disebut juga al-Mujtaba). Salah satu dari enam kitab kumpulan hadis (al-
kutub as-sittah). Nama lengkapnya Ahmad bin Syu’aib bin Alf bin Bahr
bin Sinan.

Di antara karya-karya beliau adalah :

* ad-Du‘afa’ wa al-Matriikin
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al-Igrab

al-Jarh wa at-Ta’dil

Zikr al-Mudallisin

Mu‘jam Syuyiikih

Sunan Nasa’1, dan lain-lain

Ibnu Majah

Beliau lahir di Qazwin, Iran pada tahun 209 H / 824 M dan meninggal
pada 20 Ramadan 273 H/ 18 Febuari 887 M.

Seorang ahli hadis, ahli tafsir dan ahli sejarah Islam. Nama lengkapnya
Abu Adbillah Muhammad bin Yazin ar-Raba‘T al-Qazwini.

Gurunya yang pertama adalah Alr bin Muhammad at-Tanafusi (w. 233
H)

At-Tirmizi

Beliau lahir di Termez, Tazikistan pada bulan Zulhijjah 209 H / 824
M, dan wafat di kota itu juga pada 13 Rajab 279 H/ 892 M. Seorang ahli
hadis dan perowi hadis terkenal. Nama lengkapnya Abu Isa Muhammad
bin Isd bin Surah bin Misa bin Dahhak as-Sulami al-Buqi.
Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Aba
Dawud, Qutaibah bin Ishaq bin Misa.
Sedangkan karya-karyanya adalah
al-Jami’ al-Mukhtasar min as-Sunan ‘an Rasul Allah
Tawarikh
al-“Ilal
al-‘ Asar al-Maugqufah, dan lain-lain

Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, alumnus dari Universitas
al-Azhar, Cairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau
adalah tokoh ulama pada gerakan Akhwanul Muslimin di Mesir, Juga
seorang hakim yang sangat disegani oleh masyarakat.

Dalam masalah kenegaraan beliau turut ambil bagian dalam
memutuskan Revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952,
yang pada waktu itu dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Gamal Abdul
Nasir yang kemudian menjadi Presiden Mesir.

Beliau wafat di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan
politiknya pada tanggal 06 Desember 1974 bersama lima orang kawannya.

Karya ilmiahnya yang terkenal antara lain :
= Kitab at-Tasyri* al-Jina‘1 al-Islami
= Al-Islam wa Auladunal Islam
= Islam dan Perundang-undangan




7.

10.

Bambang Purnomo

Beliau dilahirkan di Pati, nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Bambang
Purnomo, S.H. Pendidikan doktor diperoleh di UGM Yogyakarta.

Adapun aktivitasnya adalah sebagai guru besar Fakultas Hukum UGM,
Megister Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, guru
besar fakultas Hukum UII, UNPROK 45, UNSOED, UNISRI Solo,
Universitas Jayabaya, Universitas Taruma Negara, Universitas Borobudur
di Jakarta.

R. Soesilo

Beliau adalah seorang perwira polisi dan pernah menjabat sebgai
Instruktur Polisi di Jawa Barat. Walaupun beliau tidak dikenal sebagai
seorang yang berpendidikan formal dalam bidang hukum tetapi beliau
mampu memberikan penjelasan tentang KUHP yang dituangkan dalam
sebuah buku yang bejudul KUHP serta komentar-komentarnya lengkap
pasal demi pasal.

Beliau bekerja di Kementerian Kehakiman RI pada tahun 1946 dan
pada tahun1947 diangkat sebagai anggota Mahkamah Agung.
Hasil karya ilmiahnya :
Hukum Pidana di Indonesia
Asas-asas Hukum Perdata
Hukum Acara Pidana di Indonesia
Hukum Acara Perdata di Indonesia
Asas Hukum Pidana di Indonesia
KUHP serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal.

Prof. Dr. Moeljatno, S.H.

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum pada Universitas Gajah Mada
pada tahun 1956. Adapun aktivitas akademis yang dilakukannya adalah
sebagi guru besar pada fakultas Hukum UGM, pernah menjabat sebagai
dekan di Fakultas Hukum UGM.

Karya-karyanya adalah :
= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
*  Asas-asas Hukum Pidana

Dr. Haliman, S.H

Beliau adalah alumnus pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jakarta pada tahun 1968. Program doktor diperoleh pada fakultas yang
sama dengan jurusan Hukum Islam di universitas yang sama pula.

Adapun kegiatan akademisnya adalah sebagai Staff pengajar pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.
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CURICULUM VITAE

Nama : Syaifur Rohman Al ‘Ubadi
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 03 Januari 1979
Alamat : Babad, Kradenan, Trucuk, Klaten

Rt. 32 Rw.XV Kode Pos. 57467

Ayah : Sa’dun (alm)
Ibu : Siti Muslichah
Alamat : Babad, Kradenan, Trucuk, Klaten

Rt. 32 Rw.XV Kode Pos. 57467

Riwayat Pendidikan Penyusun

1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Babad Lulus Tahun 1991

2. Madrasah Sanawiyah Al-Muayyad Solo Lulus Tahun 1994

3. Sekolah Menengah Umum Al-Muayyad Solo Lulus Tahun 1997

4. JTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 1997
Demikian daftar riwayat hidup yang penyusun buat dengan sebenar-

benarnya agar menjadi maklum adanya.
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